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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian dalam Bab III dan pembahasan yang dilakukan dalam Bab 

IV, penulis dapat menarik kesimpulan;  

5.1.    Kesimpulan 

5.1.1  Hasil Analisis Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim mengatakan tidak terbukti adanya daya pembeda, dan 

persamaan pada pokoknya dalam pendaftaran merek PUMADA oleh 

Muhammad Kimian To, Ng menurut penulis kurang tepat. Hal ini 

dikarenakan, hakim menafsirkan bahwa itikad tidak baik adalah dari 

pendaftaran pertama atau yang mendaftar pada saat pertama kali didaftarkan 

di Indonesia. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Merek, 

pemohon beritikad baik atau buruk dilihat dari bagaimana mendaftarkan 

mereknya apakah membonceng, menjiplak dan meniru merek milik pihak 

lain, dimana dalam studi kasus ini hakim tidak mempertimbangkan 

mengenai bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat atau PUMA, SE dan 

tetap berpegang bahwa merek PUMADA milik tergugat didaftar atas dasar 

itikad tidak baik tidaklah beralasan. 

5.1.2  Hasil Analisis Asas Kepastian Hukum  

Sebelum didaftarkan di Indonesia, PUMA sudah merupakan merek terkenal. 

Dalam peraturan perundang-undangan, Merek terkenal dapat mengajukan 

gugatan terhadap merek yang telah terdaftar lebih dahulu tersebut tanpa 

batas waktu. Selanjutnya, pertimbangan hakim yang hanya melihat kedalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis 

tanpa melihat kedalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Untuk itu, hal ini 

bertentangan, tanpa melihat kedalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Sehingga, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Hakim 

menolak gugatan pembatalan merek Puma dengan Pumada menjadi 

bertentangan dan atau tidak sejalan dengan asas kepastian hukum.  
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5.2.   Saran  

Setelah penulis meneliti dan menganalisis mengenai Putusan Pengadilan 

dengan Nomor Putusan 10/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jakarta Pusat 

maupun dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor Putusan 39 PK/Pdt.Sus-

HKI/2021, menurut analisis yang ada, penulis memberikan saran yang perlu 

diperhatikan. Dimana, dalam pertimbangannya hakim perlu menjelaskan 

dan menjabarkan secara keseluruhan mengapa gugatan penggugat tidak 

dikabulkan. Hakim harus melihat kedalam asas kepastian hukum. 

Ditakutkan, akan menimbulkan keraguan terhadap perusahaan asing 

terlebih merek terkenal untuk memasarkan produk atau barangnya di 

Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menghormati prinsip-prinsip 

internasional. Dilakukan agar reputasi bangsa Indonesia terjamin, terlebih 

lagi dimana Indonesia sebagai Negara hukum yang seyogiyanya 

memperhatikan dan menghargai hak-hak semua orang dengan 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.  
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